BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1.

Dalam memberikan suatu putusan tidak hanya memperhatikan alat
bukti yang menyakinkan saja, melainkan juga hal-hal lain yang mana
melihat dampak ke depan dari suatu putusan. Dan hakim di dalam
memberikan hukuman kepada terdakwa harus mempertimbangkan
berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan
korban penggelapan dan kepentingan terdakwa. Kepentingan korban
penggelapan berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan
perundang-undangan, terdakwa harus mendapat hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya.

Faktor faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap
pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4
tahun tidak dilaksanakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan dan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan
alat bukti yang ada. Secara kepastian hukum bahwa terdakwa harus
dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya jika terbukti bersalah
selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Di lihat
dari aspek keadilan hakim akan mempertimbangkan berapa banyak

nilai kerugian yang dialami oleh korban dan dilihat dari aspek
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kemanfaatan hukum dalam hal ini ketentuan pidana dalam
perundangan-undangan menggunakan ancaman maksimal dan
minimal. Apakah dengan menggunakan hukuman maksimal ataupun
minimal akan membawa manfaat terhadap terdakwa karena pada
dasarnya tujuan untuk menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk
membalas tetapi lebih kepada memberikan efek jera dan pembelajaran
terhadap terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik
5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis hakim selaku pihak yang memutus perkara di
pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai
dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab
citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang syarat dengan
mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi
masyarakat luas.

2. Sanksi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim menurut hemat
peneliti hal itu masih ringan dimana hal itu belum bisa menggantikan
rasa keadilan masyarakat secara umum dan bagi korban secara
khususnya. Oleh karena itu kedepan nanti hakim benar-benar berlaku

adil dalam memutuskan suatu perkara pidana.
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